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Abstract: An auction is a legally recognized transaction mechanism commonly used in various
contexts, such as the execution of mortgage rights, the auctioning of state assets, and the sale
of confiscated goods. However, in practice, auction winners often face various legal challenges,
including ownership disputes, defaults by related parties, and administrative obstacles in the
process of transferring rights to the auctioned object. This study aims to identify the legal
protections available to auction winners and explore the role of notaries in ensuring legal
certainty in auction transactions. The approach used in this research is normative juridical by
analyzing the applicable laws and regulations, court decisions, and other legal documents. The
findings of this study indicate that although auction winners have legal rights to the objects
they have won, the implementation of protection for these rights still faces various obstacles,
such as objections from previous owners, prolonged administrative processes, and a lack of
public understanding of legal auction procedures. In this regard, notaries play a crucial role in
ensuring the validity of documents, drafting authentic deeds, and providing legal certainty for
auction winners in obtaining their rights. Additionally, notaries help prevent potential disputes
by thoroughly verifying documents and educating parties involved in the auction process.
Therefore, strengthening regulations and enhancing the role of notaries in the auction system
are necessary to ensure legal protection and certainty of rights for auction winners.
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Abstrak: Lelang merupakan salah satu mekanisme transaksi yang diakui secara hukum dan
sering digunakan dalam berbagai konteks, seperti eksekusi hak tanggungan, pelelangan aset
negara, serta barang sitaan. Namun, dalam praktiknya, pemenang lelang sering mengalami
berbagai kendala hukum, seperti sengketa kepemilikan, wanprestasi dari pihak terkait, serta
hambatan dalam proses administrasi peralihan hak atas objek lelang. Penelitian ini bertujuan
untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pemenang lelang serta
mengeksplorasi peran notaris dalam menjamin kepastian hukum dalam transaksi lelang.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menganalisis
peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan pengadilan, serta berbagai dokumen
hukum lainnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemenang lelang memiliki
hak hukum atas objek yang dimenangkan, implementasi perlindungan terhadap hak tersebut
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masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keberatan dari pihak sebelumnya, proses
administratif yang panjang, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum
lelang. Dalam hal ini, notaris memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan
keabsahan dokumen, menyusun akta autentik, serta memberikan jaminan kepastian hukum
bagi pemenang lelang dalam memperoleh haknya. Selain itu, notaris juga berperan dalam
mencegah potensi sengketa dengan melakukan verifikasi dokumen secara menyeluruh serta
memberikan pemahaman hukum kepada para pihak yang terlibat dalam lelang. Oleh karena
itu, diperlukan penguatan regulasi dan peningkatan peran notaris dalam sistem pelelangan guna
memastikan adanya perlindungan hukum dan kepastian hak bagi pemenang lelang.

Kata Kunci: Pemenang Lelang, Perlindungan Hukum, Notaris

PENDAHULUAN

Lelang merupakan suatu mekanisme jual beli yang dilakukan secara terbuka, di mana
peserta dapat bersaing dengan mengajukan penawaran tertinggi untuk memperoleh barang atau
aset yang dilelang. Proses ini sering digunakan oleh berbagai pihak, baik lembaga pemerintah,
perusahaan swasta, maupun individu, guna mendapatkan nilai jual terbaik atas aset yang
ditawarkan. Di Indonesia, pelaksanaan lelang telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
tentang lelang, serta peraturan hukum lainnya yang mengatur tata cara pelaksanaan lelang dan
perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Keberadaan sistem lelang memberikan banyak keuntungan, baik bagi pihak penjual
maupun pembeli. Penjual dapat memperoleh harga terbaik melalui persaingan antar peserta
lelang, sementara pembeli berkesempatan mendapatkan barang dengan harga yang kompetitif.
Namun, dalam praktiknya, pemenang lelang sering menghadapi sejumlah tantangan hukum
yang dapat menghambat perolehan hak mereka atas barang yang telah dimenangkan. Beberapa
permasalahan yang kerap muncul meliputi sengketa kepemilikan barang, adanya klaim atau
gugatan dari pihak ketiga, ketidaksesuaian kondisi barang dengan informasi yang disampaikan
sebelumnya, serta keterlambatan dalam penerbitan dokumen kepemilikan. Permasalahan-
permasalahan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemenang lelang dan
berpotensi menyebabkan kerugian, baik dari segi finansial maupun psikologis.

Dalam aspek perlindungan hukum, pemenang lelang seharusnya mendapatkan
kepastian hukum agar hak mereka atas barang yang telah dimenangkan tidak terganggu oleh
sengketa atau kendala administratif lainnya. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur
mekanisme lelang perlu memberikan jaminan hukum yang kuat kepada pemenang lelang,
termasuk dalam hal pengalihan hak kepemilikan serta mekanisme penyelesaian sengketa yang
dapat terjadi pasca lelang. Dalam konteks ini, keberadaan notaris memiliki peran penting dalam
memperkuat perlindungan hukum bagi pemenang lelang. Notaris berwenang untuk membuat
akta autentik yang berfungsi sebagai alat bukti sah dalam proses hukum, sehingga dapat
memberikan kepastian hukum terkait kepemilikan barang lelang serta pengikatan perjanjian
antara pihak-pihak yang terlibat.

Keterlibatan notaris dalam proses lelang berperan dalam memastikan bahwa seluruh
prosedur administrasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Kehadiran notaris dapat membantu mengurangi potensi terjadinya sengketa serta memberikan
jaminan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat, terutama bagi pemenang lelang yang telah
mengeluarkan sejumlah dana untuk memperoleh barang atau aset yang dilelang. Dengan
adanya akta autentik yang dibuat oleh notaris, hak pemenang lelang menjadi lebih terlindungi,
sehingga jika terjadi perselisihan, pemenang lelang memiliki bukti hukum yang sah untuk
mempertahankan haknya dalam proses penyelesaian sengketa.
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Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
perlindungan hukum bagi pemenang lelang dalam perspektif kenotariatan. Kajian ini akan
mengulas bagaimana peraturan yang berlaku memberikan perlindungan hukum kepada
pemenang lelang serta sejauh mana peran notaris dapat mendukung kepastian hukum dalam
transaksi lelang. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi kendala-kendala hukum
yang sering muncul dalam praktik lelang serta menawarkan solusi yang dapat meningkatkan
efektivitas perlindungan hukum bagi pemenang lelang.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam
mengenai mekanisme perlindungan hukum dalam proses lelang serta memberikan rekomendasi
terkait perbaikan sistem lelang agar lebih transparan dan menjamin kepastian hukum bagi
semua pihak yang terlibat. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan
kontribusi bagi perkembangan regulasi lelang di Indonesia, terutama dalam hal penguatan
peran notaris dalam menjamin kepastian hukum bagi pemenang lelang. Dengan demikian,
penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan akademik, tetapi juga dapat menjadi bahan
referensi bagi praktisi hukum, notaris, serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam
pelaksanaan lelang di Indonesia.

Berdasar pada uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis merasa
tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “ Perlindungan Hukum bagi Pemenang
Lelang dalam Perspektif Kenotariatan* dengan rumusan masalah sebagai berikut:

a) Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemenang lelang dalam
transaksi lelang berdasarkan perspektif kenotariatan?

b) Bagaimana kendala hukum yang dihadapi oleh pemenang lelang dalam memperoleh
haknya, serta bagaimana peran notaris dalam memberikan kepastian hukum atas
transaksi tersebut?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni suatu pendekatan yang
bertumpu pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta putusan
pengadilan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemenang lelang. Metode ini
dipilih untuk menganalisis regulasi yang mengatur pelaksanaan lelang, hak serta kewajiban
pihak yang memenangkan lelang, serta peranan notaris dalam menjamin kepastian hukum
dalam transaksi tersebut. Selain itu, metode ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi berbagai
permasalahan hukum yang sering muncul dalam praktik lelang dan mengevaluasi efektivitas
aturan yang berlaku dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemenang lelang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal, yang berfokus pada
kajian mendalam mengenai asas hukum, konsep hukum, serta norma yang relevan dengan
perlindungan hukum bagi pemenang lelang. Pendekatan ini dilakukan dengan menelusuri
berbagai konsep hukum yang diterapkan dalam sistem hukum Indonesia, khususnya yang
berkaitan dengan penyelenggaraan lelang serta peran notaris dalam memastikan keabsahan
transaksi.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga kategori utama, yakni sumber
hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum primer meliputi berbagai regulasi yang
mengatur lelang, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris, serta Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tata cara pelaksanaan lelang.
Sumber hukum sekunder mencakup literatur hukum, jurnal akademik, penelitian terdahulu,
serta pendapat para ahli yang membahas aspek perlindungan hukum dalam transaksi lelang.
Sementara itu, sumber hukum tersier terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta
berbagai referensi lain yang mendukung analisis dalam penelitian ini.
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Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research),
dengan meneliti berbagai dokumen hukum serta literatur akademik yang relevan. Studi ini
bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai perkembangan regulasi terkait lelang,
menelaah peran notaris dalam transaksi tersebut, serta mengeksplorasi sejauh mana hukum
yang berlaku dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi pemenang lelang. Data yang
telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni
dengan menafsirkan peraturan hukum, prinsip hukum, serta praktik yang berlaku guna
memperoleh kesimpulan yang sistematis mengenai perlindungan hukum bagi pemenang lelang
dalam perspektif kenotariatan. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian diharapkan
dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai mekanisme perlindungan
hukum dalam proses lelang serta menawarkan rekomendasi terkait penguatan regulasi dan
optimalisasi peran notaris dalam menjamin kepastian hukum bagi pemenang lelang.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1) Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan kepada Pemenang Lelang dalam
Transaksi Lelang berdasarkan Perspektif Kenotariatan

Dalam transaksi lelang, jaminan perlindungan hukum bagi pemenang lelang
memiliki peranan yang krusial guna memastikan kepastian hukum serta menghindari
potensi permasalahan yang dapat muncul di kemudian hari. Perlindungan ini bertujuan
untuk memberikan kepastian bahwa pemenang lelang dapat memperoleh objek lelang
yang dimenangkannya tanpa kendala, baik dari segi administratif, legalitas, maupun
kemungkinan munculnya sengketa dengan pihak lain. Dari perspektif kenotariatan,
perlindungan hukum diberikan melalui berbagai mekanisme yang bertujuan untuk
memperkuat posisi hukum pemenang lelang dan memastikan bahwa seluruh proses
transaksi telah memenuhi peraturan yang berlaku.

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang utama adalah melalui pembuatan akta
autentik oleh notaris. Akta autentik memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat
dijadikan alat bukti yang kuat apabila terjadi permasalahan hukum di kemudian hari.
Dengan adanya akta autentik, pemenang lelang memiliki dokumen resmi yang dapat
digunakan sebagai bukti bahwa transaksi telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur
hukum. Selain itu, akta autentik juga berfungsi sebagai dasar dalam proses pengalihan hak
kepemilikan atau balik nama atas objek lelang. Keberadaan akta ini memberikan jaminan
legalitas bagi pemenang lelang atas objek yang dimenangkannya melalui proses lelang.

Selain pembuatan akta autentik, perlindungan hukum juga diberikan melalui proses
verifikasi dan legalisasi dokumen lelang yang dilakukan oleh notaris. Notaris berperan
dalam memastikan bahwa seluruh dokumen terkait telah memenuhi persyaratan hukum
yang berlaku. Proses ini mencakup pengecekan status kepemilikan objek lelang,
memastikan bahwa objek tidak sedang dalam sengketa hukum, serta memastikan bahwa
aspek administratif telah diselesaikan dengan benar. Dengan adanya verifikasi ini, potensi
permasalahan yang mungkin muncul akibat kekeliruan dokumen atau klaim dari pihak
ketiga dapat diminimalisir, sehingga pemenang lelang dapat memperoleh objek lelang
dengan lebih aman.

Selain aspek administratif, dari sudut pandang kenotariatan, pemenang lelang juga
memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme penyelesaian sengketa dengan
melibatkan notaris. Jika terjadi permasalahan terkait objek lelang yang dimenangkan,
notaris dapat memberikan keterangan berdasarkan akta autentik yang telah dibuat. Akta
autentik ini dapat menjadi alat bukti yang kuat dalam proses hukum guna mempertahankan
hak pemenang lelang. Selain itu, notaris juga dapat membantu dalam penyelesaian kendala
administratif atau permasalahan lainnya yang dapat menghambat proses pengalihan hak
kepemilikan kepada pemenang lelang.
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2)

Tidak hanya itu, peran notaris juga mencakup pemberian edukasi hukum kepada
peserta lelang sebagai upaya perlindungan hukum yang bersifat preventif. Notaris dapat
memberikan pemahaman terkait prosedur lelang yang sah, hak dan kewajiban peserta
lelang, serta risiko hukum yang mungkin timbul dalam transaksi lelang. Dengan adanya
edukasi ini, pemenang lelang dapat lebih memahami langkah-langkah yang harus diambil
untuk melindungi haknya serta mengetahui cara menyelesaikan permasalahan hukum
apabila terjadi hambatan dalam proses lelang.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum bagi pemenang lelang dalam perspektif
kenotariatan mencakup berbagai aspek, seperti pembuatan akta autentik sebagai bukti yang
sah, verifikasi dan legalisasi dokumen guna mencegah sengketa, mekanisme penyelesaian
sengketa dengan melibatkan notaris, serta pemberian edukasi hukum kepada peserta
lelang. Perlindungan ini memungkinkan pemenang lelang untuk menjalankan transaksi
secara lebih aman dan menghindari permasalahan hukum yang dapat merugikannya.
Notaris, sebagai pejabat berwenang, memiliki peran yang sangat penting dalam
memastikan bahwa seluruh proses lelang berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.
Oleh sebab itu, penguatan peran notaris dalam proses lelang menjadi langkah strategis
yang perlu terus ditingkatkan untuk menjamin perlindungan hukum bagi pemenang lelang
serta mencegah timbulnya permasalahan hukum yang dapat menghambat hak pemenang
lelang atas objek yang telah dimenangkannya.

Kendala Hukum yang dihadapi oleh Pemenang Lelang dalam Memperoleh Haknya,
serta Bagaimana Peran Notaris dalam Memberikan Kepastian Hukum atas
Transaksi tersebut

Dalam praktik pelaksanaan lelang, meskipun pemenang lelang telah ditetapkan
secara sah melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum, masih terdapat berbagai
hambatan yang dapat menghalangi perolehan hak atas objek lelang. Kendala ini bisa
bersumber dari aspek administratif maupun permasalahan hukum yang belum
terselesaikan. Selain itu, tidak jarang terjadi adanya gugatan dari pihak ketiga yang merasa
dirugikan oleh hasil lelang, yang semakin memperumit situasi. Oleh karena itu, peran
notaris sangat diperlukan untuk memastikan kepastian hukum bagi pemenang lelang,
sehingga mereka dapat memperoleh haknya tanpa harus menghadapi kendala yang
berlarut-larut.

Salah satu permasalahan utama yang sering dihadapi oleh pemenang lelang adalah
ketidakjelasan status hukum objek lelang, seperti sengketa kepemilikan atau adanya hak
lain atas objek tersebut yang belum terselesaikan. Dalam beberapa kasus, meskipun
pemenang lelang telah sah ditetapkan, pihak lain yang merasa memiliki hak atas objek
tersebut dapat mengajukan gugatan, yang berpotensi menghambat proses penguasaan dan
pengalihan hak. Akibatnya, pemenang lelang harus menempuh proses hukum tambahan
untuk memastikan bahwa haknya benar-benar diakui dan dapat dieksekusi secara
sah.Selain sengketa kepemilikan, kendala lainnya adalah kelengkapan dokumen yang tidak
memadai atau belum diperbarui, seperti sertifikat kepemilikan, bukti pembayaran pajak,
atau surat bebas sengketa. Jika dokumen-dokumen ini belum lengkap, proses balik nama
dan pengalihan hak kepada pemenang lelang dapat tertunda. Dalam beberapa kasus,
pemenang lelang harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menyelesaikan permasalahan
administratif ini, termasuk membayar denda atau biaya pengurusan dokumen.

Kendala lain yang kerap dihadapi adalah kesulitan dalam eksekusi objek lelang,
terutama ketika objek yang telah dilelang masih ditempati oleh pemilik sebelumnya atau
pihak lain yang menolak untuk mengosongkan properti tersebut. Meskipun secara hukum
hak pemenang lelang atas objek yang dimenangkannya telah diakui, dalam praktiknya
sering kali terjadi penolakan dari penghuni lama. Hal ini mengakibatkan pemenang lelang
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harus melalui proses hukum lebih lanjut, seperti mengajukan permohonan eksekusi
pengosongan ke pengadilan, yang tentunya memerlukan tambahan waktu dan biaya.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, notaris memiliki peran penting
dalam memastikan bahwa transaksi lelang memiliki dasar hukum yang kuat. Salah satu
tugas utama notaris adalah melakukan verifikasi dan pengecekan dokumen sebelum
pelaksanaan lelang, guna memastikan bahwa objek lelang bebas dari permasalahan hukum
yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari. Dengan pemeriksaan yang cermat,
potensi permasalahan dapat diminimalkan, sehingga pemenang lelang tidak menghadapi
hambatan hukum setelah transaksi selesai.

Selain itu, notaris juga bertanggung jawab dalam membuat akta autentik yang
memiliki kekuatan hukum bagi pemenang lelang. Akta autentik ini berfungsi sebagai alat
bukti hukum yang kuat, yang dapat digunakan dalam kasus perselisihan atau gugatan.
Dengan adanya dokumen resmi yang dibuat oleh notaris, hak pemenang lelang lebih
terlindungi dan memiliki dasar hukum yang jelas dalam proses administrasi maupun di
pengadilan.Lebih jauh lagi, notaris berperan dalam memberikan konsultasi dan
pendampingan hukum bagi pemenang lelang. Ketika pemenang lelang menghadapi
kendala dalam pengalihan hak atau penguasaan objek lelang, notaris dapat memberikan
arahan mengenai langkah-langkah hukum yang harus diambil. Pendampingan hukum ini
dapat berupa mediasi dengan pihak terkait atau rekomendasi mengenai jalur hukum yang
harus ditempuh untuk menyelesaikan sengketa. Dengan demikian, pemenang lelang dapat
memahami hak dan kewajibannya dengan lebih baik serta mengetahui cara melindungi
haknya secara legal.

Selain itu, notaris dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti lembaga
keuangan, kantor pertanahan, dan instansi hukum lainnya untuk mempercepat
penyelesaian proses administrasi dan hukum yang berkaitan dengan transaksi lelang.
Melalui koordinasi yang efektif, proses pengalihan hak dapat berjalan lebih cepat dan
efisien, sehingga pemenang lelang tidak perlu mengalami keterlambatan dalam
memperoleh haknya. Secara keseluruhan, meskipun terdapat berbagai kendala hukum
dalam proses perolehan hak bagi pemenang lelang, peran notaris sangat penting dalam
memastikan bahwa transaksi ini memiliki kepastian hukum. Dengan melakukan
pemeriksaan dokumen, menyusun akta autentik, serta memberikan konsultasi dan
pendampingan hukum, notaris dapat membantu memastikan bahwa hak pemenang lelang
tetap terlindungi. Oleh karena itu, optimalisasi peran notaris dalam transaksi lelang
menjadi suatu keharusan, agar seluruh proses dapat berjalan secara transparan, sesuai
dengan ketentuan hukum, serta memberikan perlindungan yang optimal bagi pemenang
lelang.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemenang
lelang dalam suatu transaksi memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan kepastian
hukum serta menjamin hak pemenang lelang atas aset yang telah diperolehnya. Dalam konteks
kenotariatan, bentuk perlindungan hukum yang tersedia meliputi aspek prosedural dan
substantif, seperti validasi dokumen lelang, pembuatan akta autentik, serta mekanisme
penyelesaian sengketa yang dapat terjadi setelah lelang berlangsung. Sebagai pejabat yang
berwenang, notaris memiliki tugas untuk memastikan bahwa seluruh prosedur lelang telah
dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pemenang lelang
memperoleh kepastian hukum atas hak kepemilikannya.

Pada praktiknya, terdapat berbagai tantangan hukum yang dihadapi oleh pemenang
lelang dalam mengamankan haknya. Beberapa kendala umum mencakup adanya klaim
kepemilikan dari pihak lain, perbedaan antara kondisi objek lelang dengan informasi yang
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diberikan sebelumnya, serta hambatan administratif dalam proses pengalihan hak. Hal-hal ini
dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi kerugian bagi pemenang lelang. Dalam
hal ini, peran notaris menjadi sangat signifikan dalam memastikan adanya jaminan hukum bagi
pemenang lelang. Dengan menyusun akta autentik yang memiliki kekuatan hukum,
memastikan keabsahan dokumen yang terkait dengan lelang, serta memberikan perlindungan
hukum apabila terjadi sengketa, notaris dapat berkontribusi dalam meningkatkan kepastian
hukum dalam transaksi lelang.

Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi pemenang lelang dari perspektif kenotariatan
perlu diperkuat melalui peraturan yang lebih tegas serta implementasi hukum yang lebih
efektif. Optimalisasi peran notaris dalam setiap tahapan transaksi lelang sangat penting untuk
memastikan hak-hak pemenang tetap terlindungi dan mengurangi kemungkinan timbulnya
sengketa. Selain itu, peningkatan pemahaman masyarakat mengenai prosedur lelang yang sah
serta fungsi notaris dalam proses tersebut juga menjadi faktor kunci dalam mewujudkan sistem
lelang yang lebih transparan, adil, dan dapat dipercaya.
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